Menimbang :

Mengingat

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAITMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KUPANG,

bahwa unmk meclaksanakan ketentuan pasal |1 Peraturan Daerah
Momor Tahun 20021 tentang Perubahan Mnggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan
Walikota temtange Penjabaran Perubahan Anggaran Pendaparan dan
Belanja Daerah Tahun Angparan 2021 scbagai landasan operasional
pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021,

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat [l Kupang (Lembaran WNegama
Republik Tndonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3633):;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Nepgara
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang WNomor 23 Tabun 2004 rtentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421 );

5. Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemecrintah Pusat dan Pemerintah Dacrah
(Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahon 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4438);



11.

i

13.

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubhik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahun Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang [Pemerintahan
Daerah (l.embaran Negara Répubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembuaran Negara Fepublik Indonesia Nomor
5587)., sebagaimana telah diubah beberapa kali lemakhit dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 245,
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Peraluran Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ([.embaran
Megara Republik Tndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republilk ITndonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan [Layanan Umum sebagaimana telah diabah
dengan Peratmuiran Pemerintah Republik Indonesia nomar 74 Tahun
2012 tentang Pecrubahan Peraturan Pemerintah Womor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Neggara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 5340);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana

Penmbangan (Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintaban (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyclenggaraan Pemernntah Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 );

Peraturan Pemerintah Nomor |8 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dowan
Perwakilan Rakval Dacrab (Lembaran Nepara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan [embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057); e



14.

15.

16.

19.

Peratiran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyeclenggaraan Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara
Republik ITndonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan [ embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 rentang
Podoman Pengelolaan Investasi Pemerintah DNacrah (Berita Nepara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomar 754);

. Peraturan Mentern dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
dan Pertanggung jawaban Dana Onperasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tabhun 2017 Nomor 1067);

. Peratnran Menteri dalam MNegeri Womaor 64 Tahun 2020 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2020 Nomor 888},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Telenis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

. Peraturan Menteri Dalam MNegen Nomor 9 Tahun 2021 lentang Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan  dan Belanja Dacrah, Rancangan Peraturan Kepala Dacrah
tentang Penjabaran Angparan Pendapatan dan Belamjza Daerah, dan
Rancangan Peraturan Kepala Dacrsh tentang Penjabaran  Perubzhun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 431 )

. Peraturan Daserah Kota Kupang Nomor 5 Tabun 2010 tentang Pokok -

pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Daerah Kota Kupang
Tahun 2010 Nomor (5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor
217).



MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTAMNG PENTABARAN

FERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DANWN BELANIA
DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal |
Dalam perararan derahini yang dimalesnd dengan :
Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belunja Dacrah Tahun Anggaran 2021 Selelah Porubsahan
Sehagdal Renkut:

1. Pendapatan Dacrah

a. Semula Rp. 1.132.652.976.084,00
h. Bertambah Rp. 13,734 293 30200
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah
Rp. 1.146.387. 368 396,00
Perubahian %
Z. Belanja Dzerah
a. Semula Rp. 11 76.605.741.261,00
b, Bortambuh Hp. 5295 593 304 00
Jumlah Belanja Daerah Setelah ~
Rp. L1R1.901.334.565.00)
Perubal p
Surphas/Defisit Rp. (35.514.065.169,00)
3. Pembiayaun Dacrah
a. Penerimean
1) Semula Rp. 58.252.765.167,00
2) Berkurang Rp. (16.479.449,998 00)
Jumlah Penenmaan Pombigyaan Dacrah
e L Rp. 41.973.315.169,00
b. Pengeluaran
17 Semula Rp. L4 30000000 00 00
1) Berkurang Rp. (R.040. 750,000,000
Jumiah Penerimaan Membiayaan Dazrah .
Rp. 239,250,000,
R i) p 6 50,000,00
Jumlah Pembiaysan Netlo Setslah Rp. 35.514.065.169,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Ry )

Berkenaan
Pasal 3

Tlraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 tereantum dalam Lampiran yang merupakan bapian ldak ierpisabkan dari

Lampiran [ Ringkazan Penjabaran Perubzhan APBD yang Diklagifikasi Menurur Kelompaol,
Jenis, Ohjek, Rincian Ohjek. Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran [1 Penjabaran Perubahan APBD Menururt [Trusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;



Lampiran II1 Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Desaran Hibah;
Lampiran IV Diaflar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial:

Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Tlrusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, lenis, Objek, Rincian
Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan:

Lampiran V1 Rincian DBH - SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambanzan Gas Alam/
Tambuhan DBH - Minyak den Gas Bumi Menurut Urnsan Pemerintahan Dacrah.
Organisasi, Mrogram, Kegiaran, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek, Pendapatan, Belanis, dun Pembiayaan:

Lampiran V1T Rincian Dana Tambahan Infrasturktor Menurut Urusan Pemetintahan Daeraly,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Ohjek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran VILI Sinkronicasi Kebijakan Pemerintah Kota pada Dacrah Perbatasan dalam
Rancungun Peratwran Dacrah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala
Dacrah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negars;

Pasal 4
Lampiran Sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian vang tak
terpisahkan dari peramuran Walikota Kupane.

Pasal &

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebil lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangicat dacrah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. :

Pa<al 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tznggal diundanglan.

N Agar sctiap orang mengetahuinyva, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang |
pada langgal. 22 Oktobeg 2021

,D/WﬂLJ KOTA KUPANG,

eﬁmpms*r N R, RIWUKORE /"

Diundangkan di Kupang
pada lanseal 22 Oletoher 20921

RIS DAERAIH KOTAKUP
e .

FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

oA

BERITA DAERAIl KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR.541
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